
 

 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  41  TAHUN 2004 

TENTANG 

WAKAF 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  a. bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki 

potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan 

efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum; 

 b. bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup 

dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum 

lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Undang-Undang 

tentang Wakaf; 

 

Mengingat  :  Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

 

Dengan persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

MEMUTUSKAN : … 
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MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF. 

 

 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan 

dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk 

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai 

dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau 

kesejahteraan umum menurut syariah.  

2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. 

3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan 

secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan 

harta benda miliknya. 

4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif 

untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. 

5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan 

lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai 

ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif. 

6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, 

adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk 

membuat akta ikrar wakaf. 

7. Badan ... 
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7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk 

mengembangkan perwakafan di Indonesia. 

8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang terdiri atas Presiden beserta para menteri. 

9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama. 

 

 

 

BAB II 

DASAR-DASAR WAKAF 

Bagian Pertama 
Umum 

Pasal 2 

 Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah. 

 

 

Pasal 3 

 Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. 

 

 

Bagian Kedua 
Tujuan dan Fungsi Wakaf 

Pasal 4 

 Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan 

fungsinya. 

 

 

Pasal 5 

 Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta 

benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum. 

Bagian ... 
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Bagian Ketiga 
Unsur Wakaf 

Pasal 6 

 Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut : 

a. Wakif; 

b. Nazhir; 

c. Harta Benda Wakaf; 

d. Ikrar Wakaf; 

e. peruntukan harta benda wakaf; 

f. jangka waktu wakaf. 

 

 

Bagian Keempat 
Wakif 

Pasal 7 

 Wakif meliputi  : 

a. perseorangan; 

b. organisasi; 

c. badan hukum. 

 

Pasal 8 

(1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a 

hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan : 

a. dewasa; 

b. berakal sehat;  

c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan 

d. pemilik sah harta benda wakaf. 

(2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b 

hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan 

organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi 

sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. 

(3) Wakif ... 
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(3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c 

hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan 

badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan 

hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang 

bersangkutan. 

 

 

Bagian Kelima 

Nazhir 

Pasal 9 

Nazhir meliputi : 

a.  perseorangan; 

b.  organisasi; atau 

c.  badan hukum. 

 

Pasal 10 

(1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya 

dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan : 

a. warga negara Indonesia; 

b. beragama Islam; 

c. dewasa; 

d. amanah; 

e. mampu secara jasmani dan rohani;  dan 

f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 

(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya 

dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan : 

a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan 

nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan 

b.  organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, 

kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. 

(3) Badan ... 

 


